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Hukum dan Pembangunan

ASURANSI ISLAM TAKAFUL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI

M. Arfin Hamid

Asuransi Islam menjadi salah satu pilihan bagi
Vmat Islam untuk menjalankan kegiatan pere-
konomian dalam semangat ajaran Islam. Kon-
sep asuransi ini berada dalam jalur pemikiran
Sistem Ekonomi Islam. Praktek asuransi Islam
telah lama diselenggarakan di negara-negara
Islam, misalnya Sudan. Model asuransi Islam
d|PerkenaIkan di Indonesia melalui Asuransi
Islam Takaful (AIT). Pembentukan AlTdipra-
karsai oleh Yayasan Abdi Bangsa bersama
Bank Muamalat Indonesia dibantu oleh Depar-
temen Keuangan, Asuransi Tugu Mandiri dan
sejumlah perorangan. Munculnya asuransi Islam
ini dilatarbelakangi adanya keragu-raguan
terhadap mekanisme asuransi yang berkem-

bang disebut sebagai asuransi konvensional.

A. Pendahuluan

Dalam menyoroti Asuransi Islam Takaful dalam Pktisgéukum Eko-
noml, pertama-tama diidentifikasi apakah kajianrassi Islam Takaful
termasuk dalam bidang kajian Hukum Ekonomi. Maltebib dahulu dike-
mukakan salah satu ciri Hukum Ekonomi, yaitu kbtean pemerintah di
dalamnya, keterlibatan pemerintah baik regulasmgapun operasionalisa-
sinya. Asuransi yang dikembangkan di Indonesialketian pemerintah
tidak mungkin dielakkan, bahkan dominasinya lelibgt dibandingkan
dengan bidang-bidang ekonomi lainnya.

Membahas Asuransi Islam Takaftil tidak dapat dipiga dengan per-
kembangan perekonomian Islam secara keseluruhgnsi&am ekonomi
Islam pada umumnya telah tertanam persepsi yang k&l sebagian besar
kalangan. Kekeliruan itu dapat ditemukan pada pamah yang berkem-
bang terhadap sistem ekonomi Islam. Dikatakan baistean ekonomi Islam
yang memiliki tingkat selektifitas yang tinggi deenderung dipandang ketat
dan kaku. Hal itu terkesan tidak antisipatif tegipegerkembangan, ini ada-lah
sebuah persepsi yang tidak dapat dipungkiri denia€deh karena itu
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dalam tulisan ini akan djpaparkan kekeliruan pesisép hanya sebatas/o&fl
yang lahir karena kompetisi yang tidak sehat, setai dipaparkan puta nilai-
nilai perekonomian yang islami, nantinya dapatdik@an masukan sebagai salah
satu bahan pertimbangan dalam setiap diskusi mengerekonomian.

Penggunaan istilah Hukum Ekonomi dalam tatanan kpemmian di
Indonesia, masih terasa asing. Hukum Ekonomi palidgk mengandung
makna sebagai suatu kerangka acuan dalam praktekopemian. Dt kala-
ngan pakar hukum juga belum terjelma kata sepaletgenai hukum eko-
nomi tersebut, dikarenakan anggapan bahwa yang ahengroses pere-
konomian telah diakomodir Hukum Dagang, Hukum Pamaan, Hukum
Investasi dan lain sebagainya. Bahkan yang lebstreztk mengatakan hukum
ekonomi telah includ pada Hukum Dagang. Kenyataapun diakui oleh
Pelopor Hukum Ekonomi Indonestdartono (1988: 102)yang hingga kini
sebenarnya kalangan sarjana hukum Indonesia belpakat mengenai ada-nya
cukup alasan untuk mengakui bidang hukum yang inaryang di luar negeri
dikenal dengaconomic Law.

Namun demikian menurut Sunaryati Hartono, sejunkalangan mulai
menaruh perhatian terhadap bidang baru ini terutdmelai pada dekade
1970-an dan pada tahun 1990-an BPHN telah menetaBldang Hukum
Ekonomi ini sebagai bagian yang dimulai pengembamga di Indonesia.
Bidang ini memang menarik untuk dikembangkan katénkum Dagang dan
Hukum Perdata (BW) yang ada tidak mampu lagi memmgakiir semua
perkembangan ekonomi yang trend belakangan inersedukum Kontrak,
Merger, Akusisi, International Trade, dll.

B. PrinsipDasar Hukum Ekonomi Islam

Realitas kehidupan saat ini khususnya pada bidamegqgmomian telah
mengalami perkembangan yang sangat pesat seiriggrdperkembangan
bidang-bidang lainnya seperti IPTEK dan peradabamnusie. Model per-
ekonomian yang mewarnai kehidupan dunia saatdondinasi model per-
ekonomian barat, yang liberal individualistik, nmetiestik dengan ciri
persaingan bebas, lebih jauh lagi model terselpklbang mengahalalkan
segala macam cara. Model serupa sudah merambalakesistem pereko-
nomian Indonesia dewasa ini.

Sebenarnya, model perekonomian Islam tidak terldgadarakteristik
Syariat Islam yang universal sebagai suatu sisgmaupan dalam makna
yang sangat luas. Mode-mode yang dikembangkandealis mendapat
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legalitas dari sistersyar'iyyah.

Bagaimana pula model perekonomian versi Hukum Ekorislam,
model yang ditampilkan sistem ini apabila dihubamgklengan perkem-
bangan perekonomian yang berkembang pesat tamgdakmyak yang masih
harus dinilai. Penilaian itu terletak pada sejautamgai-nilai syari'iyyah
dilakonkan di dalamnya baik filosofinya maupun epemalisasinya.

Filosofi Ekonomi Islam sebagaimana dikemukakai. Saejuddin (Ali,
1995: 213-214kkonomi Islam memiliki tiga asas fundamental, yaitu

Pertama, semua yang ada di alam semesta, langit $®nma sumber-
sumber alam yang ada padanya bahkan harta keksyapdikuasai manusia
adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakan®emua ciptaan Allah
itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-ketentuanBghagaimana
dinyatakan dalam Al-Quran suratThaha: 6 Artirgagi (kepitnyaan) Allah
apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang actara keduanya dan
apa yang terkandung di dalamnygehubungan dengan ayat di atas, impli-
kasinya kepada manusia ditegaskan pula dalam aymgaADia Allah telah
menciptakan apa yang ada di bumi dan di langit ity untuk manusia
semuanya.

Kedua, diberikannya otoritas kepada manusia sepeggelola bumi dan
isinya (khalifah), dengan perlengkapan yang serapketimbang makhluk
lainnya. Sementara makhluk-makhluk lainnyadiseralgkea kepada manusia
untuk pemanfaatannya. Jadi, secara ekonomis memusgitislam manusia
telah diberi porsi yang luar biasa terhadap alatukutimanfaatkan sesuai
yang telah digariskan Hukum Ekonomi Islam.

Ketiga, adanya keyakinamaniah terhadap hari akhirat sebagai hari
pembalasan, merupakan asas pertanggungjawabanmyafadx menurut
keyakinan Islam. Hal ini berdampak luas dalam patierilaku terutama
dalam bidang perekonomian yang juga diakui seliagang yang sensitif.
Asas ini ditegaskan dalam ayat Artinyrtropeksilah dirimu sebelum Tuhan
mengintrospeksimu ...

Dengan demikian, Islam sebagai sal ah satu Agame\#ia menem-
patkan kehidupan dunia sebagai suatu kesempatgrhgeus dimanfaatkan.
Dan dalam mengarungi kehidupan berhadapan dendaagbekebutuhan
baik jasmaniah maupun rohaniah. Aspek jasmaniahagdpek ruhaniah
ditempatkan dalam posisi yang proporsional dafesejadi antara i bad ah
(ruhaniah) dan muamalah (jasmaniah) disejajaikailah sebagai aktivitas
vertikal (shalat, puasa, haji, dst) sedangkaralamahsebagai aktivitas
horizontal (bermasyarakat, bernegara, berekonapoliik, berekreasi dan
seterusnya). Bahkan ditegaskan pula bahwa keislgmgrvalid hanya ber-
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ada pada kemampuan menyeimbangkan aktivitas yeikgl\dan horizontal
tersebut.

Berdasarkan prinsip dasar ekonomi Islam terselalt, rnelahirkan kon-sep
nilai substansial, menuridtuhammadDaud All (1995:213-214)nsep nilai
yang ditarik dari prinsip dasar ekonomi Islam peeaonsep Kepe-milikan.
Dalam Islam kepemilikan terhadap sumber-sumberoehiotidak bersifat
mutlak, akan tetapi penguasaannya tergantung sejama meman-
faatkannya. Periode kepemilikan manusia terbalasi@ga masih hidup,
setelah itu beralih ke ahli warisnya. Sementardausumber ekonomi yang
berfungsi umum dikuasai oleh negara, atau sebagaumum. Pemilikan
dalam Islam selalu direlevansikan dengan pemamfaatem. Kedugkonsep
Keseimbangaionsepsi ini mengarah kepada pemanfaatan kehidunbaka
diseimbangkan antara kehidupan material (jasmada)kehidupan non-
material (rohaniah). Demikian pula antara keseiggrakepentingan pribadi
dan kepentingan umum (jamaah). Ketigéonsep Keadllan.Keadilan
menipakan titik tolak serta merupakan tujuan sdimiakan manusia. Keadilan
secara universal mutlak adanya, keadilan dapsbkan ketika kita mampu
menempatkan dan melaksanakan sesuatu secara igmepdverda-sarkan
ketentuan ilahi, sangat nuraniah sifatnya. Tidgsaddiukur kalau hanya
melalui ukuran lahiriah.

Berdasarkan pemaparan mengenai filosofi Ekonoann Islan Nilai-nilai
dasarnya di atas, paling tidak telah diberikan gaanbsingkat mengenai
Sistem Ekonomi Islam, yang sangat selektif darkiiibje

Suatu hal yang menarik dari Sistem Hukum Islam at#etuasan cakup-an
ajarannya yang tidak hanya mengatur soal-soal ihadamun kepada semua
aspek kehidupan telah terakomodir di dalamnya,ktideengenai pemisahan
dalam aspek-aspek kehidupan, namun yang terlihatyateh pem-bedaan.
Kesemua itu merupakan suatu sistem yang menyeflirtlawah payung naskah
llahi (Tuhan).

C. SistemAsuransi dalam Syariatislam

Pada dasarnya bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yemkgnbobang di
zaman modern ini hampir semuanya dimungkinkarpuiertialam sistem
ekonomi Islam asalkan tidak mengandung unsur-tiebiaraman. Selain itu
kejelasan dan kepastian dalam memerankannya dppetrdkan. Salah
satunya yang menarik dan masih diliputi pro-koattalah model asuransi.
Model ini telah melalui perdebatan yang alot segragejarahnya yang
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akhimya sampai kepada kesimpulan berupa tigaggolopendapat. Pertama,
berpendapat bahwa asuransi boleh dalam semua ;bgoliohigan kedua
menolak secara keseluruhan; dan golongan ketig@ sietlam beberapa
bentuk saja. Dua golongan yang pertama salingrbanigan didukung
golongan ulama modern pada satu sisi golongan waadoks pada sisi
lain.

Dalam tulisan ini tidak akan dikaji lebih jauh mengi perbedaan
pendapat tersebut, melainkan hanya diinformaskiémawal bahwa masa-lah
ini masih terus diperdebatkan. Olehnya itu yangetging bagaimana
melihat asuransi itu sebagai suatu bentuk pereliamdiotak dalam satu cara
dan tidak semua cara bertentangan dengan syariat Melainkan, dimung-
kinkan untuk dirancang sesuai desain yang dikekieRdglitasnya, asuransi di
era modemn ini sudah merupakan kebutuhan sebagseékkensi perkem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membamyak kenikmatan
dan juga kerawanan. Kerawanan sebagai konsekaiegsiimg dari perkem-
bangan, maka lahirlah upaya-upaya untuk menjagarginan timbulnya
kerawanan atau kemungkinan kerugian atau keceldkalaah satunya adalah
melalui perusahaan asuransi.

Pada awalnya sistem pertanggungan atau tangguramggeng telah
dikenal dalam Islam, bahkan sebagai sebuah tindak@mn mulia senada
dengan ungkapaviuhammad Maslehudin (1995: yakni:

Pada permulaannya merupakan suaiu institusi bersamuik meng-

hadapi kerugian yang terjadi, tempi setelah beresmbnstitusi itu

sudah menjadi suatu program untuk melindungi kekimamg rugj,
yaitu risiko yang tidak jelas dan tidak pasti ali®&y menolong
tujuan utamanya. Semangat saling membantu adatiishdkan kepada

prinsip yang suci yaitu "Anda menanggung kesusatany lain *

selalu disanjung sebagai suatu sifat yang mulel) &brena itu sifat

ini diterima Islam,

Kelihatannya, sorotan utama dalam asuransi yaradninkeh pro-kontra di
kalangan ahli hukum Islam adalah, karena asurangjandung suatu hal yang
tidak pasti, yakni risiko (peristiwa) atau kerugigang belum pasti
terjadinya, hal itu dianggap menyalahi takdir Tuhan

Selain itu yang diperdebatkan pula adalah apakahres itu pertang-
gungan bersama atas suatu kerugian ataukah médenpedrugian kepada
pihak lain.

Dengan demikian sebaiknya tidak menjerumuskarkelidalam perde-
batan mengenai eksistensi asuransi, pada prinsgswyansi merupakan
suatu model usaha yang hukumnya boleh (jaiz) mesyaikh Muhammad
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Abduh.Meskipun masih hams memenuhi sejumlah syarat-Systantu
yang relevan dengan syariat Islam. Syarat-syarali iantaranya harus
mengandung unsur tolong-menolong (ta'awun), tidelimmpahkan tanggung
jawab dan tidak mengandung riba serta menjadikans@eserta sebagai
keluarga besar yang saling menanggung satu sam@nesur Profil Peru-
sahaan Asuransi Takaful). Hal tersebut selaras geiigan pernyataan
Muhammad Najtullah Siddiqi (1987: 2):

Asuransi sedikitpun tidak ada kaitannya dengarugien yang dila-

rang Allah, adalah mungkin menyeienggarakan asudaiam sis-

tern yang islami. Bunga memang telah merembes iataksanaan

asuransi modem, tetapi tidaklahperlu menjadi bagiart padanya.

Adalah mungkin menyeienggarakan asuransi tanpaabung

Dari tiga jenis asuransi yang telah dikembangkavade ini, dua di
antaranya dapat menmperoleh tempat dalam kerarsian snuamalah
yakni, Asuransi Perkumpulgidl-tamin al-ta'awuni)dan Asuransi Wajib
(Al-ta'min al-'ilzami).Kedua jenis asuransi tersebut ofdhYafie (1994:
219) perlu diberikan perhatian untuk pengembanganmgnjadiwashilah
masyru ‘ah.

Sedangkan jenis lainnya yakni Asuransi Perusala#ainfin al-tijari)
berkembang pesat saat ini. Jenis asuransi ini qatakteknya terlalu susah
dalam upaya menghindarkannya dari hal-hal yangandogg unsur keha-
raman, seperti unsur bunga dan unsur spekulatifyiai karena orientasinya
profit. Oleh karena itu menurél Yafie, asuransi model ketiga itu tidak
mengandung sifatharurah danhajah karena model seperti itu bukan satu-
satunya pilihan dalam berusaha di bidang peragmans

D. Asuransi Islam Takaful dalam
Hukum Ekonomi Indonesia

Pada dasarnya Hukum Ekonomi adalah hukum yang tuenggaya
manusia yang berrujuan untuk meningkatkan kesegaintedan kemak-
murannya. maka program peningkatan kesejahtersiagi sgentasi Hukum
Ekonomi tersebut sangat terkait dengan intervensepntah.

Hukum Ekonomi mulai dikembangkan akhir abad keef$atnya sekitar
abad ke-20, sebagai kilas balik kegagalan asabdszire berkontrak yang
mengecam keras keterlibatan pemerintah di bidamgek di Eropa. Prak-tek
kebebasan berkontrak telah melahirkan penderagerechiskinan yang
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hebat, yang kuat semakin memanfaatkan yang lenaddimxondisi seperti
demikian diharapkan keterlibatan pemerintah unteknatinkan keadaan
ekonomi. Sejak itu kepentingan urn urn mulai dgié@n oleh negara. Inter-
vensi pemerintah tersehut melahirkan kebijaksada@idang ekonomi,
sebagai produk hukum administrasi negara. Kebijaksapemerintah di
bidang ekonomi tersebut, itulah yang disebut demgiztum Ekonomi
(Sunaryati Hartono).

Apabila kriteria Hukum Ekonomi yang bertujuan untuiensejahterahkan
manusia melalui keterlibatan pemerintah, konsekngashampir semua bidang
kehidupan tidak lepas intervensi pemerintah (pa@3dUUD 45, pasal 27 ayat 2
UUD 45), maka dalam Hukum Ekonomi dikenal dua ma¢amdah. Pertama
kaedah yang bersifat administratif, kedua kaeddbstsatif. Yang termasuk
dalam kaedah yang bersifat administratif meliputispdural dari aktifitas dan
transaksi ekonomi, kaedah hukum ini bersifat memal®edangkan kaedah
hukum substansial menyangkut aspek-aspek mateaial aktifitas transaksi
ekonomi, umumnya kaedah seperti ini hanya mengeau sebagai pedoman
bagi para pelaku ekonoritlly Erawati, 1995, Catalaiultoh).

Sehubungan keberadaan Hukum Ekonomi tersebut kdikaitiengan per-
asuransian di Indonesia, keterlibatan pemerintalgatajauh, baik dalam arti
penentuan kaedah yang administratif maupun yangiféersubstansial.
Kenyataannya pemerintah terlibat langsung dalamgateran dan penge-
lolaan asuransi, seperti adanya sejumlah Perusahsaransi milik peme-
nntah antara lain, Jasa Raharja, Jiwasraya dan seliagainya. Dengan
demikian asuransi yang telah diatur tersebut jugaupakan kajian Hukum
Ekonomi.

Bentuk asuransi yang telah dikenal selama ini dohesia yaitu jenis
asuransi kerugian dan jenis asuransi jiwa, kesejenia tersebut juga tidak
terlepas dari intervensi pemerintah terutama seggaturannya. Bagi peru-
sahaan asuransi milik swasta juga diadakan pengawgang ketat dari
pemerintah.

Selanjutnya, mengenai Asuransi Islam Takaful yamgubdikenal di
dunia Islam terutama bagi negara-negara Islam #epedan baru menge-
nalnya tahun 1979, menyusul negara muslim lainegejentara di Indonesia
dimulai sejak tahun 1993, namun pengembangannyasekeruh wilayah
Indonesia dimulai pada tahun 1994, di bawah nauntmmsan Abdi Bangsa
ICMI.

Secara umum Asuransi Islam Takaful (AIT) kelihatgmnmasih ada
kemiripan dengan Asuransi Umum, keduanya masih mpatkan asas per-
tanggungan sebagai dasar pendiriannya. MeskipurkgnmAIT memiliki
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karakteristik tersendiri yang membedakannya desgiamnsi umum. Kalau
demikian, bagaimana dengan pengaturan pelaksaosansadi
Indonesia, apakah dimungkinkan diadakannya asyssgsmemiliki sistem
kerja lain dari asuransi pada umumnya? Berikutrdikeakan dasar hukum
asuransi di Indonesia.
Dasar pendirian asuransi dapat dilihat dalam Kitatlang-Undang
Hukum Perdata (BW) pasal 1774, yaitu:
Suatu persetu/uan untung-untungan adalah suatu ys¢an yang
hasilnya, mengenai untung-untungan, balk bagi sepiluak, mau-pun
bagl sementara pihak, bergantung pada suatu Icefadiang belum
tentu. Demikian adalah: Persetujuan pertanggungaonga cakap
hidup; perjudian dan pertaruhan. Persetujuan peré@adiatur dalam
Kitab Undang-Undanddukum Dagang.

Pasal itulah yang dijadikan dasar utama pendiramamsi di Indonesia,
meskipun oleh para pakar hukum tidak semua unsog yisebutkan dalam
pasal 1774 tersebut cocok untuk dilakukan seperjugian dan pertaruhan,
tidak sesuai dengan alam Indonesia.

Sedangkan pengertian asuransi dapat dilihat dapkmd Pasal 246
KUHD, yaitu:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjangmgan mana
seseorang penanggung mengikatkan diri kepada sesgopenang-
gung dengan menerima suatu premi, untuk membepkaggantian
kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atahilacgan keun-
tungan yang diharapkan yang mungfdn akan diderdarkarena
suatu peristiwa yang tak tentu.

Pasal 246 KUUD tersebut cukup tegas menentukaanasiiti sebagai
bentuk perjanjian antara pihak tertanggung denijak penanggung. Dan
selain pasal dalam KUHD tersebut masih banyak [@sala yang juga
menyinggung langsung asuransi.

1. Asuransi Takaful di Indonesia

Dunia Islam saat ini tengah dihadapkan suatu pelahas yang men-
dasar yakni bagaimana menciptakan sistem perekamgrang islami, di
tengah semaraknya sistem perekonomian barat yamgrnae kehidupan
umat manusia, bahkan umat Islam itu sendiri. Ddam dinyatakan
dengan tegas dalam surat Al-Imran ayat: Artifii#al orang-orang yang
beriman konsumsilah olehmu dari bahan yang baik iddal yang Allah
telah rezkikan kepadamu "
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Kata yang baik(thayyibah)dan halal merupakan standar baku dalam eko-
nomi Islam, baik dan halal dapat dipandang darietsta sisi, pertama; baik
dan halal dari sisi cara mendapatkannya, tidak Imeteenipuan, riba. Kedua;
baik dan halal dari segi fisiknya (zatnya), bukaaha minuman keras, ketiga;
baik dan halal pada waktu pemanfaatannya.

Kriteria baik dan halal tersebut pada saat inikiitegi dijadikan patokan,
melainkan sejauhmana kesempatan untuk mengkonssesinyak mungkin,
tanpa memperhatikan nilai-nilai yang ada, inilahalgeyang mewarnai kehi-
dupan ekonomi modern. Oleh karena itu dunia Islaimapn dengan kondisi
tersebut, meskipun harus diakui oleh Islam sendialau memang Islam
memiliki sistem ekonomi yang baku, mengapa tidakewibangkan. Untuk
mengantisipasi keterlambatan tersebut, dunia Istantai membangun sistem
ekonomi, seperti pendirian Bank Islam tanpa buridjajndonesia Bank Mua-
malat, BPR Syariah, menyusul Asuransi Islam Takafah usaha-usaha
keuangan lainnya seperti Modal Ventura, LeasingFttoring.

Sekarang Asuransi Takaful mulai merangkak, dengladepkan setum-
puk tantangan dan rintangan di tengah kompetisigy#&etat, menuntut
perhatian dan tanggung jawab semua pihak untulp tetambuat asuransi
takaful eksis.

Kehadiran Asuransi Takaful di Indonesia sebagai ehakonomi baru.
Makna 'barl menurut penulis yang baru hanyalah mekanisme rigrjgang
Islami, lahir pada bulan Agustus 1993, yang diprs&iaolehYayasan Abdi
Banga bersama Bank Muamalat Indonesia dibant.Daigarteren Keuangan,
Asuransi Tugu Mandiri dan perorangan telah memkérgam Pemben-tukan
Asuransi Takaful Indonesia (TEPATBjakalah AriefThamrin), sekang
telah mengalami perkembangan yang cukup meyakinkan.

2. Mekanisme dan Produk Asuransi Takaful

Asuransi Takaful didirikan berdasarkan syariatnslalasar pendiriannya
dapat dilihat dalam Surat Al-Maaidah ayat 2: Aréin§Tolong menolonglah
kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong nmgndalam hal
dosa".

Sedangkan dalam KUHD Pasal 268 dapat dijadikanrdasadirian asu-
ransi takaful ini, yaitu:

"Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kegmmiang da-pat

dinilaikan, dengan uang, dapat diancam dengan &efadaya, dan

tidak dikecualikan oleh undang-undang'’.

Munculnya asuransi Islam ini dilatarbelakangi addweyagu-raguan ter-
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hadap mekanisme asuransi yang berkembang disbbaghaisasuransi kon-
vensional. Asuransi Konvensional dalam operasgasifiya banyak yang
harus dinilai berdasarkan syariat Islam. Untuksgia dikemukakan apa
yang membedakan asuransi Islam Takaful dengan mssutanvensional
yang mengandung keragu-raguan itu.

1

Asuransi Takaful bukanlah asuransi untungagatu tetapi merupakan
pertanggungan yang sal ing tolong menolong, Asuiaaful tidak
mengalihkan tanggung jawab atas risiko yang teljdeiainkan apabila
risiko tersebut terwujud semua anggota ikut mentikbn yang dideri-
tanya. Sedangkan pada Asuransi Konvensional taggguab atas
risiko yang terjadi diambil alih perusahaan asurderbeda halnya
dengan Asuransi Islam Takarul kalau si A tadi memgasikan jiwanya 10
tahun sejumlah 10 juta. maka tiap tahun si A menykfuta, setiap
setoran itu telah ditetapkan (terserah kesepaka@¥t) untuk dider-
makan dan itulah yang akan digunakan membayari&eroganakala
risiko terjadi di antara salah satu anggota, skdargisanya 70% adalah
tetap milik si A. Jadi kalau si A meninggal padautake-7, maka si A
(perwarisnya) akan tetap memperoleh 10 juta, jufahdiperoleh berda-
sarkan setoran (premi) tiap tahun selama tujumtadadangkan 3 juta
itulah akumulasi jumlah uang yang didermakan setbaB(%, diga-
bungkan dengan seluruh setoran anggota. Jadi, s&mngayang dite-
rima anggota asuransi yang men gal ami risika, galal-usulnya.

Asuransi Takarul Tidak mengalihkan tanggumglaatas risiko yang
terjadi. Pihak Asuransi Takarul bertanggung javeiaim bersama di
antara seluruh anggota terhadap risiko yang tepada salah satu
anggota. Asuransi takaful mewadahi kelompok yatiggstanggung
menanggung. Bebeda halnya dengan asuransi komansielas
mengandung unsur untung-untungan, dan mengaliakgguing jawab
risiko yang terjadi. A mengasuransikan kendaraarsgtama sepuluh
tahun, kalau terjadi kecelakaan pada kendaraanmgiea A tidak
menanggung risiko, tetapi akan ditanggung pihakafsu Jadi, A lepas
tanggung jawab, ini menyalahi takdir Tuhan.

Lain halnya dengan Takaful, kerugian itu ditangghagama bukan
hanya oleh Asuransi Takaful sendirian, kalaupulnyia tidak terjadi
risiko selama kontrak, maka uang yang disetorkdap tilik peserta.
Sedangkan pada Asuransi Konvensional, menjadi paliksahaan asu-
ransi.

Asuransi Islam Takaful tidak mengandung unisardan tidak membe-
rikan peluang riba. Semua premi yang disetorkagaiaglengan per-
sentase tertentu, adalah tetap milik anggota lggustam yang akan
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diterimanya diakhir kontrak nanti. Misalnya uangrpr perbulan 100
ribu, maka dikeluarkan 30% untuk derma dan biayaagonal. Sisa
70% tetap milik peserta, maka pihak asuransi takétan mengelola
premi tersebut, dan keuntungannya dibagi bersatawa goihak asuransi
dan peserta, dengan prinsipdharabalfbagi hasil). Malaysia menetap-kan
bagi hasil 30% untuk Pihak Asuransi Takaful dan T0%ok peserta.
Jadi, pada akhirnya uang yang diterima oleh peskaia ber-tambah,
selain uang premi juga ada keuntungan. Pihak Assurdakaful
menginvestasikan setoran di bank Islam (Muamdidhak pada bank
umum lainnya, sebab kalau pada bank lainnya, ibe@mberi peluang
riba, semua Bank non-Islam menggunakan bungaegt)tdPada asuransi
konvensional jumlah premi yang disetorkan dalanfgjartertentu, itulah
yang akan diterima peserta, kalau tidak terjaitiorisSementara pihak
asuransi mengelola uang tersebut selama perjamj@ka baik bunga
dan keuntungannya menjadi hak perusahaan. Berardianai
konvensional menggunakan uang peserta secarksepiha

E. Penutup

Pada prinsipnya Islam memiliki sistem ekonomi tefisemekanismenya
berbeda dengan sistem ekonomi yang berkembangideatitama dalam
hal-hal tertentu. Sedangkan asuransi pada dadataiadilarang syariat
Islam, selama mekanismenya disesuaikan dengaat fsfam.

Perusahaan Asuransi yang berkembang pesat dewasenimjukkan
keterlibatan pemerintah di dalamnya baik regulasmgiupun dalam pelaksa-
naannya. Jadi dengan demikian asuransi adalah iKajlum Ekonomi yang
sangat menarik, termasuk Asuransi Islam Takaful.

Mekanisme Asuransi Islam Takaful terdapat perbeyaag mendasar.
Asuransi Takaful tidak mengenal untungan-unturtiglak mengenal bunga,
dan tidak mengalihkan tanggung jawab atas risiko.

Pada prinsipnya Asuransi Takaful didirikan berd@sapada tiga asas
yaitu: Pertama, asas/prinsip saling bertanggungbjaiedua, asas/prinsip
saling kerjasama dan bantu membantu. Ketiga, @sp/saling melindungi
dari berbagai kesusahan. Prinsip saling bertanggwalp antara penang-
gung dan tertanggung merupakan sebuah keluarga $@saigus sebagai
satu kesatuan yang utuh, dalam membangun umatidsalmaan.
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